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Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGGULANGAN CACINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa cacingan merupakan penyakit menular yang masih
menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia
karena berjangkit di sebagian besar wilayah Indonesia dan
dapat mengakibatkan menurunnya kondisi kesehatan, gizi,
kecerdasan, dan produktifitas;

b. bahwa dalam rangka upaya reduksi cacingan pada
masyarakat terutama kelompok anak balita dan anak usia
sekolah perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan
masyarakat dan komitmen lintas program dan lintas
sektor;

c. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
424 /Menkes/SK/VI/2006 tentang Pedoman Pengendalian
Cacingan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan teknis
pelaksanaan program dan perkembangan hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan

Cacingan,;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1479 /Menkes/SK/X /2003 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit
Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1438 /Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan
Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 464);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014
tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);



Menetapkan
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9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014
tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17355);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1508);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015
tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan
Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17595);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG

PENANGGULANGAN CACINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Cacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi
cacing dalam tubuh manusia yang ditularkan melalui
tanah.

Penderita Cacingan yang selanjutnya disebut Penderita
adalah seseorang yang dalam pemeriksaan tinjanya
mengandung telur cacing dan/atau cacing.
Penanggulangan Cacingan adalah semua kegiatan atau
tindakan yang ditujukan untuk menurunkan prevalensi
serendah mungkin dan menurunkan risiko penularan
Cacingan di suatu wilayah.

Surveilans Cacingan adalah kegiatan pengamatan yang
sistematis dan terus menerus terhadap data dan
informasi tentang kejadian Cacingan dan kondisi yang
mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan

Cacingan untuk memperoleh dan memberikan informasi
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guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara
efektif dan efisien.

5. Pemberian Obat Pencegahan Secara Massal Cacingan
yang selanjutnya disebut POPM Cacingan adalah
pemberian obat yang dilakukan untuk mematikan cacing
secara serentak kepada semua penduduk sasaran di
wilayah berisiko Cacingan sebagai bagian dari upaya
pencegahan penularan Cacingan.

6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2
Penyelenggaraan Penanggulangan Cacingan dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan

peran serta masyarakat.

BAB II
PROGRAM PENANGGULANGAN CACINGAN

Pasal 3

(1) Pemerintah  Pusat menetapkan  target  program
Penanggulangan Cacingan berupa reduksi Cacingan pada
tahun 2019.

(2) Indikator dalam pencapaian target program
Penanggulangan Cacingan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa penurunan prevalensi Cacingan sampai
dengan di bawah 10% (sepuluh persen) di setiap daerah

kabupaten /kota.
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(3) Untuk mewujudkan target program Penanggulangan
Cacingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan:

a. penyusunan strategi;

b. intensifikasi kegiatan Penanggulangan Cacingan;
dan

c. koordinasi dan integrasi dengan lintas program dan

lintas sektor.

Pasal 4

Strategi dalam mewujudkan target program Penanggulangan

Cacingan meliputi:

a. meningkatkan komitmen Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah  untuk menjadikan  program
Penanggulangan Cacingan sebagai program prioritas;

b. meningkatkan koordinasi lintas program, lintas sektor,
dan peran serta masyarakat dengan mendorong
kemitraan baik dengan kelompok usaha maupun
lembaga swadaya masyarakat;

c. mengintegrasikan kegiatan Penanggulangan Cacingan
dengan kegiatan POPM Filariasis, penjaringan anak
sekolah, usaha kesehatan sekolah, dan pemberian
vitamin A di posyandu dan pendidikan anak usia dini
serta menggunakan pendekatan keluarga;

d. mendorong program Penanggulangan Cacingan masuk
dalam rencana perbaikan kualitas air serta berkoordinasi
dengan kementerian yang bertanggung jawab dalam
penyediaan sarana air bersih;

e. melakukan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat di
pendidikan anak wusia dini dan sekolah dasar atau
madrasah ibtidaiyah; dan

f.  melakukan pembinaan dan evaluasi dalam pelaksanaan

Penanggulangan Cacingan di daerah.



